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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

1. Dibuatnya perjanjian perkawinan di antara suami dan istri, berarti 

dikehendaki status atau kedudukan harta yang menyimpang dari 

ketentuan undang-undang. Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara 

langsung mengenai status harta benda perkawinan pasca putusan 

tersebut. Namun status harta benda dapat ditentukan berdasarkan isi 

perjanjian perkawinan, kapan dibuatnya perjanjian perkawinan, dan 

sejak kapan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut. Berkaitan 

dengan waktu pembuatan dan waktu berlakunya perjanjian perkawinan, 

dapat merujuk pada Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 29 ayat (3) UU 

Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015.  

Status harta benda perkawinan harus dilihat dari substansi perjanjian 

perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri, sehingga status harta 

benda perkawinan harus dilihat secara kasuistis. Apabila terdapat 

perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan, maka status harta 

benda dalam perkawinan tunduk pada perjanjian perkawinan yang 

dibuat, dengan memperhatikan saat pembuatan dan waktu mulai 

berlakunya perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 

1338 KUHPerdata bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang 

bagi para pihak yang membuatnya. 

2. Berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa masalah, yaitu: 

- Dalam hal perjanjian perkawinan berlaku surut, muncul permasalahan 

tentang bagaimana cara untuk membagi harta bersama yang telah ada 

sehingga para pihak memiliki hak penuh untuk melakukan pengurusan 

terhadap harta tersebut. Namun, Penulis menyimpulkan bahwa 
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perjanjian perkawinan yang berlaku surut tidak implementatif, karena 

harta bersama yang telah dimiliki suami dan istri baru dapat dibagi 

apabila terjadi perceraian. Sehingga kehendak para pihak yang 

menghendaki kedudukan harta yang terpisah sejak perkawinan 

dilangsungkan tidak dapat terlaksana. Dan pengurusan terhadap harta 

bersama yang telah ada tetap harus dilakukan dengan persetujuan 

kedua belah pihak. 

- Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 tentang pemaknaan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan yang 

memperbolehkan diubah dan/ atau dicabutnya perjanjian perkawinan, 

penting bagi ahli waris dan Notaris untuk mengetahui secara persis 

status harta pewaris, karena adanya perbedaan substansi dalam 

perjanjian perkawinan akan membawa dampak yang berbeda. 

 

5.2. SARAN 

1. Sebaiknya para pihak yang hendak membuat perjanjian perkawinan yang 

dibuat setelah perkawinan berlangsung mengatur waktu mulai 

berlakunya perjanjian perkawinan, yakni sejak perjanjian tersebut dibuat, 

sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku surut.  

2. Sebaiknya para pihak membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris 

agar para pihak dapat mendapatkan penyuluhan hukum tentang kondisi 

terbaik bagi harta kekayaan mereka.  

3. Sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian 

perkawinan, sebaiknya pegawai pencatat perkawinan dan notaris 

memberikan penyuluhan hukum supaya perjanjian perkawinan mulai 

berlaku sejak tanggal perjanjian perkawinan tersebut dibuat, sehingga 

perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku surut. Kiranya pegawai 

pencatat perkawinan dan notaris juga dapat memastikan bahwa 

perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak tidak melanggar 

batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak merugikan pihak 

ketiga. 
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4. Walaupun para pihak diperkenankan untuk mengubah bahkan mencabut 

perjanjian perkawinan yang telah dibuat sewaktu-waktu, hendaknya para 

pihak tetap berpegang pada itikad baik, agar perubahan kedudukan harta 

benda dalam perkawinan yang bersangkutan tidak merugikan masing-

masing pihak terutama agar tidak merugikan pihak ketiga. Sehingga 

Penulis menyarankan para pihak untuk mempertimbangkan berbagai 

akibat sebelum melakukan perubahan atau pencabutan perjanjian 

perkawinan demi kepastian hukum. 

5. Sebaiknya Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan berkenaan 

dengan pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan. 

6. Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 dapat diteliti lebih lanjut dalam segi perlindungan terhadap 

pihak ketiga dan peran notaris untuk mengesahkan perjanjian 

perkawinan. 
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